BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR?0 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUE TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA, PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2}
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 {entang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2022, serta Surat Edaran Menleri Dalam
Negeri Nomor 900/2069/8J tanggal 18 April 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraluran Bupati
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara,
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggola Dewan Perwakilan



Mengingal

Rakyat Dacrah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lebak;

1. Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraluran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Benita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraluran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Menetapkan

Kabupaten Lebak [Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 20168), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dacrah
Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembeniukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Deerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daecrah Kabupaten Lebak Nomor 20217);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2021 Nomor 8);

9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2021 Nomor 59), sebagrimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Lebak Nomor 18 Tahun 2022 (entang
Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTLUSKAN:

FPERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA,
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

LEBAK.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yvang dimaksud dengan :

i.
2.

Daerah adalah Kabupaten Lebak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai  unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pclaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
instansi Pemerintah,

Fegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnva disingkat
PNSD adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
oleh pejabal pembina kepegawsian untuk menduduki
jabatan pemerinlahan.

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya
disingkat CPNSD adalah pegawai vang baru Julus tes
seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap
periama yang belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi
syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil diangkat schagai
Pegawai Aparalur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat



10.
11,

12,

13.

Pembina Kepegawaian untuk menduduki  jabatan
Pemerintah.

Pegawal Pemerininh dengan Perjanjian Kerja vyang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, vang diangkal
berdasarkan perjanjian kerja untuk jengka waktu tertenia
dalan rangka melaksanakan tugas pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang
selanjuinya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah,

Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak
dalam kapasitas sebagai BUD,

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat
perintah pencairan dana atas beban pengeluaran Dokumen
Pelaksanasn Angparan Perangkat Daerah.,

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dolkumen yang dipunakan sebagai dasar
pencairan dana atas beban APBD,

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJT KETIGA BELAS
Pasal 2

Pemerinlah Kabupaten Lebak memberikan Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Sipil
Negara, Pejabat Negara, dan Aparatur Negara schagai wujud

penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara

dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.



Pasal 3
Aparatur Sipil Negara secbapaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdin atas :
a. PN3D;
b. CPNSD; dan
c. PPPK.

Pasal 4
Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah
Bupati dan Wakil Bupati yang diberikan Tunjangan Harl Raya
dan Gaji Ketiga Belas, terdiri atas komponen :
a. gajl pokok;
k. tunjangan keluarga;
¢. tunjangan jabatan.

Pasal 5

(1} Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

termasuk :
. Pimpinan dan Anggoia DPRD; dan
b. Fimpinan Badan Layanan Umum Daerah.

(2] Pimpinan dan Anggota DPRD schagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas, terdini atas komponen :

. uang representasi;
b. tunjangan keluarga; dan
¢. tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota.

(3] Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri atas :
a. Dewan Pengawas; dan
b. Pejabat Pengelola.

(4) Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola Badan Layanan
Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (3) hurafl
a dan b diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas paling banyak scbesar Tunjangan Hari Raya yang



(2]

diberikan kepada PNSD pada Badan Layanan Umum Daerah
tersebutl vang jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau
kelas jabatan setara sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pegawai MNon-Pegawai ASN vang menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layvanan Umum Daerah dapat
diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 (satu) bulan honor
vang didanai dari anggaran Badan Layanan Umum Dacrah
terkait,

Pasal &

PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Keliga Belas terdiri atas

komponen ;

a.
b.
L&

a,

Gaji pokok;

funjangan keluarga;

tunjangan pangan (beras) dalam bentuk vang;

lunjangan jabatan /tunjangan umum sesuai  jabatan
dan/atau pangkatnya; dan

. Tambahan Penghasilan paling banyak 50% (lima puluh

persen).

Paszal 7

CPN3D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurfl b
diberikan Tunjangan Hari Rava dan Gaji Ketiga Belas terdiri

atas komponen :

.

b
C.
d

B0 % {delapan persen) dari gaji pokok PNS;

. tunjangan keluarga;

tunjangan pangan [beras) dalam bentuk vang;

- tunjangan umum sesuai jabatan dan/atau pangkat

golongan /ruangnya;
Tambahan Penghasilan paling banvak 50% (lima puluh
persen),



Pasal 8
PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf ¢ diberikan
Tunjangan Hari Rayva dan Gaji Ketiga Belas terdiri atas
komponen :
a. (aji Pokok PPPK;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan (beras) dalam bentuk uang;
d. tunjangan umum scsual jabatan dan/atau pangkat
golongan/ruangnya.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b tidak diberikan kepada

PNSD dan CPNSD dalam hal :

a. sedang culi di luar tangpungan negara atau dengan sebutan
lain; atau

b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah baik di dalam
negeri maupun luar negeri vang gajinya dibayar oleh instansi
tempat petiugasan, sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 10
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas schagaimana
dimaksud dalam Pasgal 2 tidak termasuk komponen
a. insentifl kinerja;

=

tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
tambahan penghasilan bagi guru PNS;

tunjangan pangan (beras) dalam bentuk vang umtuk DPRD;
uang paket DPRDy;

tunjangan alal kelengkapan DPRD;

tunjangan komunikasi instensif DPRD;

tunjangan reses DPRD;

tanjangan kessjahteraan pimpinan dan anggota DPRD; dan

a o

L

T m

-
d

j. uang jasa pengabdian DPRD.



(1)

12]

()

(4]

(1)

{2)

(3}

(1)

Pasal 11
Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dapat dibayarkan paling cepat mulai tanggal 25 April
2022,
Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan han raya
dapat dibayvarkan setelah tanggal han raya.
Tumjangan harn raya scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
besarannya sesual  dengan  ketentuan  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan
Pasal 8 dengan didasarkan komponen penghasilan yang
dibayarkan pada bulan April tahun 2023,
Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5,
Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 untuk 1 (satu] bulan pada
bulan Apnl tahun 2022 wyang seharusnya diterima,
dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran
kelelnhan tunjangan hari raya.

Pasal 12

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.

Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat
dibayarkan setelah bulan Juli.

Besaran gaji Ketiga Belas vang dibayarkan mengikuti
ketentuan sebagaimana dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6,
Pasal 7, dan Pasal 8 dengan didasarkan komponen
penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022,

Pasal 13
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran
dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan



(<]

(3]

(1)

(2]

perundang-undangan.

Tunjangan Hari Hava dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
chmaksud pada aval (1), dikenakan pajak penghasilan
sesual dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
dan dianggung pemerinlah,

Terhadap Tunmjangan Hari Rayva dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayval (1), dilakukan
pembulatan schagaimana mestinyva.

Pasal 14

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menenma lebih dan 1 [satu) Tunjangan Harl Raya dan Gaji
Ketiga Belas, Tunjangan Harl Raya dan Gaji Ketiga Belas
vang dibavarkan hanyva 1 (satu) Tungangan Han Raya dan
Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Nepara menerima lebih dari 1 (satu)
Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran Tunjangan
Han Raya tersebut merupakan utang dan  wajib
mengembalikan kepada Rekening Kas umum Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD)
berkenaan,

(1)

Pasal 16
Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Oaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan
melalui penerbitan Surat Perintah Membayvar Langsung

- 10 -



[SPM-LS} oleh Perangkat Daerah ke rekening Penerima.

(2) Perangkat Daerah mengajukan SPM Tunjangan Har Rava
dan Gaji Ketiga Belas kepada BUD sesuai dengan
ketersediaan dana vang tercanium dalam Surat Penvediaan
Dana triwulan TI.

(3) Penerimtan SPM sebagrmimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pembayaran Tunjangan Hari Rayva dan Gaji Ketiga
Belas menggunakanan jenis SPM-LS Gaji dan Tambahan
Penghasilan Pegawai.

(4] SPM untuk pembayaran Tunjangan Harn Raya dan Gaji
Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada avat (3) dibuat
tersendiri dan terpisah dar SPM Gaji, tungangan, atau
penghasilan bulanan.

(3] Jenis SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayvat (3),
termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau
susulan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pagal 17
Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan
(GGaji Ketiga Belas berpedoman pada Peraturan Bupati Lebak
Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB TV
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 18
Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian
internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.

-11-



BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundanghkan.
Agar setiap orang —mengetahuinya, —memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rangkashitung
pada tanggal 18 April 2022

Diundangkan di Rangkashitung
pada tanggal 18 April 2022

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 20
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